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BABI1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alienasi merupakan suatu fenomena dimana karyawan merasa terasing dari
pekerjaannya, fenomena tersebut sejak lama menarik minat para akademisi dan
praktisi. Konsep alienasi banyak digunakan oleh ilmuan sosial dalam berbagai studi
dan menerapkannya dengan berbagai macam makna (Tummers, Bekkers, Thiel dan
Steijn, 2014). Secara keseluruhan, sejumlah penelitian menunjukkan ketidakpuasan
yang meningkat di antara para profesional publik terhadap kebijakan publik (Hebson
et al, 2003; White, 1996) meskipun pengalaman yang positif juga masih ditemukan
(Ruiter, 2007). Hegel (2007) mengemukakan bahwa keterasingan (Entaiisserung)
berdampak positif, dikatakan demikian karena melalui kesadaran eksternalisasi
individu dan menjadi suatu semangat untuk membangun budaya bersama dalam
masyarakat sipil. Sehingga alienasi didefinisikan “sebagai keadaan kognitif umum
pemutusan psikologis dari program kebijakan yang sedang dilaksanakan”.

Berdasarkan berbagai studi sebelumnya yang menganalisis baik alienasi kerja
(DeHart-Davis & Pandey, 2005; Kanungo, 1982; Nair & Vohra, 2010) atau alienasi
kebijakan (Loyens, In press; Tummers, 2013; Tummers, Bekkers, Steijn, 2009, &
Thomann in press.) Alienasi kerja dan alienasi kebijakan adalah konsep yang terkait:
Keduanya memiliki latar belakang dan konseptualisasi yang serupa. Namun, keduanya
secara teoritis berbeda: alienasi kerja melihat pada tingkatkan pekerjaan, kemudian
alienasi kebijakan memeriksa keterasingan dalam kaitannya dengan kebijakan tertentu
(Tummers, Bekkers dan Steijn, 2015). Sementara pemikiran dasar mengenai alienasi
kerja berasal dari pengakuan bahwa pemisahan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak yang
kurang berkuasa dari kontrol pekerjaan oleh pihak yang lebih berkuasa yang
berdampak pada sejumlah disfungsi sikap dan sosial (Durkheim, 1933; Blauner, 1960;
Nair and Vohra, 2010). Namun demikian, dalam penelitian ini akan digunakan konsep

alienasi kebijakan, seperti yang dikembangkan dalam bidang administrasi publik



